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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu
1. Penelitian terdahulu oleh (Saputra, 2022) mengenai pengaruh implementasi kebijakan Dana Desa terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,532 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 (< 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik implementasi kebijakan yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, maka semakin tinggi efektivitas pengelolaan Dana Desa.
2. Penelitian terdahulu oleh (Pratiwi, 2023) mengenai pengaruh implementasi kebijakan Dana Desa terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Sleman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel implementasi kebijakan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa dengan nilai F hitung sebesar 18,745 dan signifikansi 0,000 (< 0,05). Secara parsial, variabel komunikasi memiliki nilai t hitung sebesar 3,215, sumber daya sebesar 2,987, disposisi sebesar 2,654, dan struktur birokrasi sebesar 2,431, yang seluruhnya berpengaruh positif dan signifikan.
3. Penelitian terdahulu oleh (Rahman, 2023) mengenai pengaruh transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi kebijakan Dana Desa terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gowa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi memiliki nilai koefisien sebesar 0,417 dengan signifikansi 0,002, sedangkan akuntabilitas memiliki koefisien sebesar 0,389 dengan signifikansi 0,004. Kedua variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa
4. Penelitian terdahulu oleh (Sari, 2022) mengenai implementasi kebijakan Dana Desa terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Karawang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa dengan nilai signifikansi sebesar 0,087 (> 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah dilaksanakan, namun belum mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana Desa secara optimal
5. Penelitian terdahulu oleh (Hidayat, 2024) mengenai pengaruh implementasi kebijakan Dana Desa terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bone. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa dengan nilai t hitung sebesar 1,321 yang lebih kecil dari t tabel (1,984) serta nilai signifikansi sebesar 0,191 (> 0,05)
B. Deskripsi Teori
1. Administrasi Publik
Paradigma ini merupakan perkembang pada awal kelahiran ilmu administrasi negara. Tokoh paradigma ini adalah antara lain adalah pelopor berdirinya ilmu administrasi negara Wilson dan Taylor (Wirman, 2022) yang merupakan presiden AS pada saat itu dengan karyanya “The Study of Administration” serta dengan bukunya “Principles of Scientific Management” 
Dalam bukunya ”The Study of Administration”, Wilson berpendapat bahwa problem utama yang dihadapi pemerintah eksekutif adalah rendahnya kapasitas administrasi. Untuk mengembangkan birokrasi pemerintah yang efektif dan efisien, diperlukan pembaharuan administrasi pemerintahan dengan jalan meningkatkan profesionalisme manajemen administrasi negara. Untuk itu, diperlukan ilmu yang diarahkan untuk melakukan reformasi birokrasi dengan mencetak aparatur publik yang profesional dan non-partisan. Karena itu, tema dominan dari pemikiran Wilson adalah aparat atau birokrasi yang netral dari politik. Administrasi negara harus didasarkan pada prinsip prinsip manajemen ilmiah dan terpisah dari hiruk pikuk kepentingan politik. Inilah yang dikenal sebagai konsep dikotomi politik dan administrasi. Administrasi negara merupakan pelaksanaan hukum publik secara detail dan terperinci, karena itu menjadi bidangnya birokrat teknis. Sedang politik menjadi bidangnya politisi (Wirman, 2022)
Ide-ide yang berkembang pada tahun 1900-an memperkuat paradigma dikotomi politik dan administrasi, seperti karya Frank Goodnow ”Politics and Administration”. Karya fenomenal lainnya adalah tulisan Taylor (Wirman, 2022) ”Principles of Scientific Management. Taylor adalah pakar manajemen ilmiah yang mengembangkan pendekatan baru dalam manajemen pabrik di sektor swasta – Time and Motion Study. Metode ini menyebutkan ada cara terbaik untuk melaksanakan tugas tertentu. Manajemen ilmiah dimaksudkan untuk meningkatkan output dengan menemukan metode produksi yang paling cepat, efisien, dan paling tidak melelahkan Jika ada cara terbaik untuk meningkatkan produktivitas di sektor industri, tentunya ada juga cara sama untuk organisasi publik. Wilson (Wirman, 2022) berpendapat pada hakekatnya bidang administrasi adalah bidang bisnis sehingga metode yang berhasil di dunia bisnis dapat juga diterapkan untuk manajemen sektor publik.
Teori penting lain yang berkembang adalah analisis birokrasi dari Weber (Wirman, 2022) mengemukakan ciri-ciri struktur birokrasi yang meliputi hirarki kewenangan, seleksi dan promosi berdasarkan merit system, aturan dan regulasi yang merumuskan prosedur dan tanggungjawab kantor, dan sebagainya. Karakteristik ini disebut sebagai bentuk kewenangan yang legal rasional yang menjadi dasar birokrasi modern.
Ide atau prinsip dasar dari administrasi negara lama menurut Dernhart dan Dernhart (Kasmad, 2021) adalah :
a. Fokus pemerintah pada pelayanan publik secara langsung melalui badan-badan pemerintah. 
b. Kebijakan publik dan administrasi menyangkut perumusan dan implementasi kebijakan dengan penentuan tujuan yang dirumuskan secara politis dan tunggal. 
c. Administrasi publik mempunyai peranan yang terbatas dalam pembuatan kebijakan dan kepemerintahan, administrasi publik lebih banyak dibebani dengan fungsi implementasi kebijakan publik 
d. Pemberian pelayanan publik harus dilaksanakan oleh administrator yang bertanggungjawab kepada ”elected official” (pejabat/birokrat politik) dan memiliki diskresi yang terbatas dalam menjalankan tugasnya. 
e. Administrasi negara bertanggung jawab secara demokratis kepada pejabat politik. 
f. Program publik dilaksanakan melalui organisasi hirarkis, dengan manajer yang menjalankan kontrol dari puncak organisasi. 
g. Nilai utama organisasi publik adalah efisiensi dan rasionalitas. 
h. Organisasi publik beroperasi sebagai sistem tertutup, sehingga partisipasi warga negara terbatas. 
i. Peranan administrator publik dirumuskan sebagai fungsi POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting and Budgetting)
2. Paradigma New Public Management (NPM)
Paradigma New Public Management (NPM) muncul tahun 1980an dan menguat tahun 1990an sampai sekarang. Prinsip dasar paradigma (NPM) Paradigma New Public Management adalah menjalankan administrasi negara sebagaimana menggerakkan sektor bisnis (run government like a business atau market as solution to the ills in public sector). Strategi ini perlu dijalankan agar birokrasi model lama – yang lamban, kaku dan birokratis – siap menjawab tantangan era globalisasi . Model pemikiran semacam (NPM) Paradigma New Public Management juga dikemukakan oleh Osborne dan Gaebler (Kasmad, 2021) konsep ”Reinventing Government”. Osbone dan Gaebler menyarankan agar menyuntikkan semangat wirausaha ke dalam sistem administrasi negara. Birokrasi publik harus lebih menggunakan cara ”steering” (mengarahkan) daripada ”rowing” (mengayuh). Dengan cara ”steering”, pemerintah tidak langsung bekerja memberikan pelayanan publik, melainkan sedapat mungkin menyerahkan ke masyarakat. Peran negara lebih sebagai fasilitator atau supervisor penyelenggaraan urusan publik. Model birokrasi yang hirarkis-formalistis menjadi tidak lagi relevan untuk menjawab problem publik di era global.
Ide atau prinsip dasar paradigma NPM menurut Dernhart dan Dernhart (Kasmad, 2021) adalah : Mencoba menggunakan pendekatan bisnis di sektor publik.
a. Penggunaan terminologi dan mekanisme pasar, dimana hubungan antara organisasi publik dan customer dipahami sebagaimana transaksi yang terjadi di pasar. 
b. Administrator publik ditantang untuk dapat menemukan atau mengembangkan cara baru yang inovatif untuk mencapai hasil atau memprivatisasi fungsi-fungsi yang sebelumnya dijalankan pemerintah. 
c. Steer not row” artinya birokrat/PNS tidak mesti menjalankan sendiri tugas pelayanan publik, apabila dimungkinkan fungsi itu dapat dilimpahkan ke pihak lain melalui sistem kontrak atau swastanisasi. 
d. (NPM) New Public Management menekankan akuntabilitas pada customer dan kinerja yang tinggi, restrukturisasi birokrasi, perumusan kembali misi organisasi, perampingan prosedur, dan desentralisasi dalam pengambilan keputusan.
Paradigma (NPM) New Public Management memiliki konsep yang terkait dengan manajemen kinerja sektor publik, yang mana pengukuran kinerja merupakan salah satu dari prinsip-prinsipnya. Paradigma New Public Management (NPM) mengacu kepada sekelompok ide dan praktik kontemporer untuk menggunakan pendekatan-pendekatan dalam sektor privat (bisnis) pada organisasi sektor publik. Pemerintahan yang kaku dan sentralistik sebagaimana yang dianut oleh OPA (old public administrasi) harus diganti dengan pemerintahan yang berjiwa wirausaha. (NPM) New Public Management menganjurkan pelepasan fungsi-fungsi pemerintah kepada sektor swasta.
3. New Public Services (NPS)
Paradigma New Public Service (NPS) merupakan konsep yang dimunculkan melalui tulisan Dernhart dan Dernhart (Kasmad, 2021) berjudul “The New Public Service : Serving, not Steering”. Paradigma NPS dimaksudkan untuk meng”counter” paradigma administrasi yang menjadi arus utama (mainstream) saat ini yakni paradigma New Public Management yang berprinsip “run government like a businesss” or “market as solution to the ills in public sector”. Menurut paradigma (NPS) New Public Service, menjalankan administrasi pemerintahan tidaklah sama dengan organisasi bisnis. Administrasi negara harus digerakkan sebagaimana menggerakkan pemerintahan yang demokratis. Misi organisasi publik tidak sekedar memuaskan pengguna jasa (customer) tapi juga menyediakan pelayanan barang dan jasa sebagai pemenuhan hak dan kewajiban publik .
Paradigma (NPS) New Public Service memperlakukan publik pengguna layanan publik sebagai warga negara (citizen) bukan sebagai pelanggan (customer). Administrasi negara tidak sekedar bagaimana memuaskan pelanggan tapi juga bagaimana memberikan hak warga negara dalam mendapatkan pelayanan publik. Cara pandang paradigma (NPS) New Public Service ini, menurut Dernhart (Kasmad, 2021), diilhami oleh (1) teori politik demokrasi terutama yang berkaitan dengan relasi warga negara (citizens) dengan pemerintah, dan (2) pendekatan humanistik dalam teori organisasi dan manajemen. 
Paradigma New Public Service (NPS) memandang bahwa penyelenggaraan urusan publik memerlukan keterlibatan banyak aktor. Dalam administrasi publik, penentuan kepentingan publik serta bagaimana kepentingan tersebut diwujudkan tidak hanya bergantung pada lembaga pemerintah semata. Kepentingan publik harus dirumuskan dan diimplementasikan bersama oleh negara, sektor bisnis, maupun masyarakat sipil. Pendekatan seperti ini menjadikan paradigma NPS juga dikenal sebagai paradigma Governance.
Dalam teori Governance, pemerintah tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya institusi yang mampu menyediakan pelayanan publik secara efisien, ekonomis, dan adil. Oleh karena itu, Governance menekankan pentingnya kemitraan (partnership) dan jaringan kerja (networking) antar berbagai pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Pergeseran paradigma dalam administrasi publik terjadi karena adanya ketidakpuasan terhadap paradigma sebelumnya. Dalam berbagai literatur, tiga paradigma besar yang sering dikemukakan adalah Old Public Administration, New Public Management, dan New Public Service. NPS muncul sebagai antitesis terhadap pendekatan yang terlalu birokratis (OPA) dan terlalu berorientasi pasar (NPM).
Dalam konteks pelayanan publik, NPS menekankan pentingnya kolaborasi dan partisipasi berbagai pemangku kepentingan. Hal ini berarti pelayanan publik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat sipil dan pihak-pihak lain yang relevan. Prinsip ini mendorong terciptanya pelayanan yang lebih responsif, adil, dan berpihak pada kebutuhan warga.
Penerapan paradigma New Public Service (NPS) dapat dilihat secara jelas dalam implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Nawin Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, khususnya dalam proses pengelolaan Dana Desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Pengelolaan Dana Desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, tetapi juga melibatkan berbagai aktor seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta masyarakat desa sebagai penerima manfaat.
Pengelolaan Dana Desa yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi merupakan wujud nyata dari penerapan NPS yang menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan desa, bukan sekadar objek kebijakan. Proses perencanaan melalui musyawarah desa, pelaksanaan program, hingga evaluasi kegiatan membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat agar penggunaan Dana Desa benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan desa.
Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat Desa Nawin menjadi sangat penting, misalnya melalui keikutsertaan dalam musyawarah desa, penyampaian aspirasi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program yang didanai oleh Dana Desa. Masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai pihak pasif, tetapi sebagai aktor yang berperan dalam memastikan efektivitas pengelolaan Dana Desa berjalan secara tepat sasaran, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan prinsip NPS yang menghargai keterlibatan warga dalam proses pelayanan publik.
Selain itu, kemitraan antar pemangku kepentingan juga menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan Dana Desa, baik melalui koordinasi antara pemerintah desa dengan pemerintah kecamatan, pendamping desa, maupun instansi terkait lainnya. Kolaborasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan Dana Desa dapat berjalan dengan baik, tepat waktu, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat desa.
Dengan demikian, penerapan paradigma New Public Service dalam implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Nawin menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel. Pendekatan ini tidak hanya berkontribusi terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan pembangunan.
4. Pengertian Implementasi Kebijakan 
Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politisi dengan adanya berbagai intervensi dari berbagai kepentingan.
Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Agustino, 2021) mendefinisikan “implementasi kebijakan publik sebagai tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan” 
Implementasi kebijakan menyangkut tiga hal yaitu 1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan 2) adanya aktivitas atau kegiatan mencapai tujuan dan 3) adanya hasil kegiatan. Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.
Pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action (tindakan) program dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.
5. Model Implementasi 
	Menurut (Tachjan, 2021) implementasi kebijakan publik akan lebih mudah di pahami apabila menggunakan suatu model atau kerangka pemikiran tertentu.
a. Model Van Meter dan Van Horn 
Mengandaikan bahwa Implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Nugroho D, 2021) beberapa variabel yang di masukkan sebagai variabel yang memengaruhi kebijakan publik adalah sebagai berikut :
1) Aktivitas implementasi dan komunikasi antarorganisasi. 
2) Karakteristk agen pelaksana atau implementor.
3) Kondisi ekonomi , sosial dan politik. 
4) Kecendrungan (disposition) pelaksana atau implementor.
Selanjutnya Van Meter dan Van Horn dalam (Agustino, 2021) menjelaskan bahwa ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut adalah :
1. Kejelasan Tujuan Kebijakan 
Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang berada dilevel pelaksana kebijakan. ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk di laksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat di katakan berhasil.
2. Ketersediaan Sumber Daya 
Setiap tahap implementasi menuntut agar adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai dengan pekerjaan yang diberikan oleh kebijakan yang ditetapkan secara politik. Manusia yaitu sebagai sumber daya yang sangat terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan, hal ini dikarenakan Keberhasilan dalam implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia khususnya sumber daya manusia. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan yang penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya kebijakan (policy resources) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Dalam Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau intensif lain untuk memperlancar pelaksanaan (implementasi) dalam suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau intensif lain dalam implementasi kebijakan, merupakan sumbangan besar terhadap kegagalan implementasi kebijakan
3. Peran Pelaksana Kebijakan
Pusat perhatian terhadap agen pelaksana yaitu sebagai organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam mengimplementasikan kebijakan. Hal ini penting ddikarenakan kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang sangat tepat serta cocok dengan para agen pelaksanannya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilakukan pada beberapa kebijakan yang dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen dalam pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi suatu pertimbangan penting untuk menentukan agen pelaksana kebijakan.
4. Sikap Pelaksana 
menurut pendapat Van Meter dan Van Hornt: sikap dalam penerimaan atau penolakan dari agen pelasana kebijakan akan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi kebijakan publik. Hali ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang akan dilaksanakan bukanlah suatu hasil formulasi warga setempat yang akan mengenal betul suatu permasalahan dan persoalan yang mereka  rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”. 
Sikap mereka itu dipengaruhi dengan adanya pandangan terhadap suatu kebijakan dengan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap suatu kepentingan-kepentingan dalam organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Implementasi kebijakan diawali dengan penyaringan (befiltered) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (implementors) dalam batas mana kebijakan itu dilaksankan. Terhadap tiga macam elemen respon dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannyauntuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (cognition), pemahaman dan pendalaman (comprehension and understanding) terhadap kebijakan. Kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (acceptance, neutrality, and rejection), dan ketiga, instansi terhadap kebijakan
5. Komunikasi Pelaksanaan
Agar kebijakan public bisa dapat dilaksanakan secara efektif, menurut Van Meter dan Van Hort apa yang akan menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (implementors). Yang akan bertanggung jawab atas pencapaian suatu standard dan tujuan kebijakan, karena itu standard dan tujuan harus dikomunikasikan pada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana dalam kebijakan tentang apa yang menjadi standard dan tujuan harus konsisten dan seragam (consistency and uniformity) dari berbagai sumber informasi.
Jika tidak adanya kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standard dan tujuan kebijakan, maka akan menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan akan mengetahui apa yang diharapkan darinya dan mengetahui apa yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi publik, komunikasi sering yaitu proses yang sulit dan komplek. Proses pentransferan berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami ganguan (distortion) baik disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi yang berbeda dapat memberikan interpretasi yang tidak sama (inconsistent) terhadap suatu standard dan tujuan, atau sumber informasi sama dalam memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan (conflicting), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit agar dapat melakukan suatu kebijakan secara intensif.
6. Kondisi Lingkungan
Sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakna publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial ekonomi dan politik yang tidak kondusip dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan, karena itu upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.
b. Model Implementasi kebijakan George C. Edward III
Model Implementasi kebijakan yang berprespektif top down yang di kembangkan oleh George C. Edward III. Edward III dalam (Agustino, 2021) menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan Direct and Indirect Impact on implementation. dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu : 
1) Komunikasi 
Menurut George C. Edward III dalam (Agustino, 2021) variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah komunikasi, komunikasi menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus di transmisikan (atau di komunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat, selain itu, kebijakan yang di komunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) di perlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan di terapkan dalam masyarakat.
Terdapat tiga indikator yang dapat di pakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu :
a. Transmisi 
	Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.  Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya saalah pengertian (misscommunication).
b. Kejelasan
	Komunikasi yang di terima oleh para pelaksana kebijakan (street – evel–bureuarats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua) ketidak jelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibelitas dalam melaksanakan kebijakan, tetapi pada  tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak di capai oleh kebijakan yang telah di tetapkan 
c. Konsistensi 
	Perintah yang di berikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk di terapkan atau dijalankan. Karena jika perintah yang di berikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan
2) Sumber daya
Selanjutnya Goerge C. Edward III dalam (Agustino, 2021) menjelaskan bahwa variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu :
a. Staf 
	Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya di sebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memeadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup, tetapi di perlukan juga kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang di perlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
b. Informasi 
	Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat mereka di beri perintah. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah di tetapkan. Implementer harus mengetahui apakah orang yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
c. Wewenang 
	Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat di laksanakan. kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang di tetapkan secara politik. Ketika wewenang nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terligitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas akan menyurut manakala wewenang di selewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.
d. Fasilitas
	Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan . implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus di lakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.


3) Disposisi 
Kemudian George C. Edward III (Agustino, 2021) variabel ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah disposisi. Hal- hal penting yang perlu di cermati pada variabel disposisi, menurut adalah :
a. Pengangkatan birokrat
	Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apaila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan –kebijakan yang di inginkan oleh pejabat- pejabat tinggi, karena itu pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah di tetapkan.
b. Insentif
	Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang di sarankan untuk mengatasi masalah kecendrungan para pelaksana adalah dengan memenipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini di lakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interst) organisasi.
4) Struktur birokrasi 
Menurut Edward III dalam (Agustino, 2021) yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya di lakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat di laksanakan atau di realisasikan kerena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menurut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya- sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. 
Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah di putuskan secara politik dengan jalan melkaukan koordinasi dengan baik.
Dua karakteristik, menurut Edward III (Agustino, 2021), yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan:
a. Standar operating prosedures (SOPs); adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelkasana kebijakan/ administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang di tetapkan atau standar minimum yang di butuhkan.
b. Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan- kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai di antara bebrapa unit kerja.
c. Model Implementasi Kebijakan Menurut Grindle
	Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Menurut Grindle (Agustino, 2021) ada dua variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik yaitu:
1) Dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2) Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor yaitu:
a. Efeknya pada masyarakat secara individu atau kelompok.
b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.
Selanjutnya Grindle dalam menjelaskan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri yang terdiri atas content of policy dan context of policy.
1) Content Of Policy menurut Grindle adalah:
a. Interest Affected (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi), berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaanya pasti melibatkan banyak kepentingan dan sejauh mana kepentingankepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.
b. Type of benefits (tipe manfaat) pada poin ini Content Of Policy berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
c. Extent of Change Envision (derajat perubahan yang ingin dicapai) setiap kebijakan mempnyai target yang hendak ingin dicapai bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.
d. Site of decision making (letak pengambilan keputusan) pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan.
e. Program implementer (pelaksana program) dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan.
f. Resources Commited (sumber-sumber daya yang digunakan) pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.
2) Context of Policy menurut Grindle adalah:
a. Power, Interest and Strategy of Actor Involved (kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat) dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pada kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.
b. Institution and Regime Characteristic (karakter lembaga dan rezim yang berkuasa) yaitu karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
c. Compliance and Responsiveness (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana) yaitu sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.
	Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat suatu kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan juga dapat diketahui apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan sehingga tingkat perubahan yang diharapkan terjadi.


d. Model Implementasi Kebijakan Menurut William Dunn
Menurut William Dunn dalam (Agustino, 2021) kebijakan sosial merupakan deskripsi atau evaluasi terhadap hasil- hasil pengimplementasian produk kebijakan sosial atau pencapaian tujuan suatu rencana pembangunan. Kebijakan sosial dalam pengertian ini menyangkut kegiatan analisis untuk melihat dampak atau pengaruh yang terjadi pada masyarakat, baik yang bersifat positif maupun negatif, sebagai akibat dari di terapkannya suatu peraturan, perundang-undangan, atau suatu program. Secara khusus, demensi ketiga kebijakan sosial ini. Seringkali diistilahkan dengan analisis kebijakan sosaial (social policy analysis).
6. Pengertian Efektivitas
Menurut (Soewarno, 2021) kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efetivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
[bookmark: _Hlk186449390]Kemudian (A.H, 2019) efektivitas diartikan sebagai tingkat keberhasilan mencapai sasaran. Sasaran diartikan sebagai keadaan atau kondisi yang diinginkan. Sedangkan efisiensi adalah perbandingan terbaik antara input dan output, atau sering disebut ratio input dan output
[bookmark: _Hlk213786257]Kemudian (Effendy, 2021) efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Efektivitas juga dapat dikatakan sebagai komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan.
Kemudian (Susanto, 2019) efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi”. Eektivitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai. 
[bookmark: _Hlk213786271]Lebih lanjut menurut (Kurniawan, 2020) mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.
7. Ukuran Efektivitas
Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa.
Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh (Sondang P, 2020), yaitu:
a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksdukan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi
c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuantujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemamapuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.
8. Indikator Efektivitas
Menurut (Suyadi, 2019) yang mengatakan bahwa efektivitas adalah kondisi dinamis serangkaian proses pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaan sesuai dengan tujuan dan saranan kebijakan program yang telah ditetapkan, dengan definisi konseptual tersebut didapat dimensi kajian, yaitu dimensi efektivitas program.
Dimensi Efektivitas Program diuraikan menjadi indikator 
a. Kejelasan tujuan program; 
b. Kejelasan startegi pencapaian tujuan program; 
c. perumusan kebijakan program yang mantap; 
d. penyusunan program yang tepat; 
e. Penyediaan sarana dan prasarana; 
f. Efektivitas operasional program; 
g. Efektivitas fungsional program; 
h. Efektivitas tujuan program; 
i. Efektivitas sasaran program; 
j. Efektivitas individu dalam pelaksanaan kebijakan program; dan 
k. Efektivitas unit kerja dalam pelaksanaan kebijakan program.
Menurut (Sutrisno, 2020) mengemukakan ada empat kelompok variabel yang berpengaruh terhadap efektivitas organisasi, yaitu :
a. Karakteristik organisasi, termasuk struktur organisasi dan teknologi
b. Karakteristik lingkungan, termasuk lingkungan ekstern dan intern,
c. Karakteristik karyawan, yang meliputi keterikatan pada organisasi dan prestasi kerja,
d. Kebijakan praktik manajemen.
[bookmark: _Hlk186449502]Menurut (Nugroho D, 2021) pada dasarnya ada “lima tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal kefektivitasan kebijakan, yaitu:
a. Tepat Kebijakan.
Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal dapat memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Sisi kedua kebijakan adalah apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Sisi ketiga adalah, kebijakan tersebut dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya.
b. Tepat Pelaksanaan.
Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah saja. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah-pemerintah masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan. Kebijakan-kebijakan yang bersifat monopoli sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah. Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat sebaiknya diselenggarakan pemerintah bersama masyarakat. Kebijakan yang bertujuan mengarahkan kegiatan masyarakat sebaiknya diselenggarakan oleh masyarakat.
c. Tepat Target.
Ketepatan disini berkenaan dengan tiga hal. Pertama, target yang diintervensi sesuai dengan apa yang telah direncanakan, tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, dan tidak bertentangan dengan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua, target tersebut dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak. Ketiga, intervensi implementasi kebijakan tersebut bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumya
d. Tepat Lingkungan.
Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan. Lingkungan kebijakan yaitu interaksi di antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Kemudian lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri atas public opinion, yaitu persepsi publik akan kebiajakan dan implementasi kebijakan; interpretive instution yang berkenaan dengan interpretasi lembagalembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan; individuals, yakni individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.
e. Tepat Proses.
Secara umum, implementasi kebijakan publik terdiri atas tiga proses, yaitu : 
1) Policy acceptance. Di sini publik memahami kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.
2) Policy adoption. Di sini publik menerima kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah menerima kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.
3) Strategic readiness. Di sini publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, di sisi lain birokrat pelaksana siap menjadi pelaksana kebijakan.
9. Pengertian Dana Desa
[bookmark: _Hlk213786326][bookmark: _Hlk213786343]Menurut buku saku dana desa yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan 2017 mendefinisikan dana desa sebagai anggaran yang berasal dari APBN yang ditujukan khusus untuk desa dalam rangka untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana APBD Kota/Kabupaten. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu menurut (Republik & Keuangan, 2023) dana desa ialah dana yang diterima desa setiap tahun yang berasal dari APBN yang sengaja diberikan untuk desa dengan cara mentransfernya langsung lewat APBD Kabupaten/Kota yang dipakai untuk mendanai segala proses penyelenggaraan urusan pemerintahan atau pembangunan desa dan memberdayakan semua masyarakat pedesaan. 
Berdasarkan referensi di atas dana desa adalah anggaran yang menjadi hak suatu desa dan merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah pusat untuk memberikannya kepada desa dengan cara mentransfernya secara langsung dari APBN kepada APBD dan selanjutnya masuk ke kas desa
10. Sumber Dana Desa
[bookmark: _Hlk213786400]Desa dalam fungsinya memiliki kewenngan untuk menjalankan pemerintahan secara mandiri yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan. Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas 3 sumber, yaitu :
a. Pendapatan Asli Desa (PADes)
Pendapatan ini terdiri atas jenis:
1) Hasil usaha : Hasil Bumdes, tanah kas desa
2) Hasil asset : Pasar desa, tempat pemandian umum, irigasi
3) Swadaya, partisipasi, dan gotong royong : peran masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
4) Pendapatan lain-lain asli desa : hasil pungutan desa.
b. Transfer meliputi dana desa, bagian dari hasil pajak daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
c. Pendapatan lain-lain meliputi hibah dan pendapatan desa yang sah
11. Tujuan dan Manfaat Dana Desa
Menurut (Republik & Keuangan, 2023) tujuan dana desa, yaitu menciptakan ketentraman penduduk desa dan meningkatkan pelayanan dan prasarana umum di desa. Sementara itu menurut UU No. 6 tahun 2014 menyebutkan tujuan dana desa adalah memberikan service kepada penduduk umum di desa-desa, mengangkat kemiskinan, meningkatkan ekonomi desa, menghilangkan perbedaan dalam bidang pembangunan antar desa, menguatkan penduduk desa sebagai subyek pembaharuan. Pengalokasian anggaran di desa dilakukan oleh seseorang yang memiliki wewenang serta berguna dalam mempercepat rencana pembangunan infrastruktur agar sebanding dengan pertumbuhan masyarakat yang bertambah pesat. Adapun manfaat dari adanya anggaran desa adalah sebagai berikut:
a. Meningkatkan aspek ekonomi dan pembangunan Adanya anggaran dana desa akan mempercepat penyaluran atau akses di desa-desa, mengatasi permasalahan yang pelan-pelan dapat diselesaikan khususnya dalam hal pembangunan prasarana umum karena pendistribusian anggaran dilaksanakan secara adil dan merata.
b. Memajukan SDM yang ada di desa Semakin besarnya anggaran dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya, menuntut SDM yang ada di desa untuk lebih berkualitas dalam mengelola dana tersebut. Oleh karena itu selain dana tersebut digunakan bagi pembangunan desa seperti infrastruktur serta sarana dan prasarana, akan tetapi juga digunakan untuk pembangunan SDM yang berkualitas.
12. Pengertian Pembangunan Desa
Istilah kata pembangunan menurut kamus besar bahasa indonesia pembangunan adalah suatu proses, cara, perbuatan membangun. Sedangkan membangun sendiri memiliki arti medirikan atau mengadakan gedung dan sebagainya. Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan / perbaikan. Sehingga secara sederhana pembangunan sering diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik. Karena perubahan yang dimaksud adalah menuju arah peningkatan dari keadaan semula, tidak jarang pula ada yang mengasumsi pembangunan adalah juga pertumbuhan. 
[bookmark: _Hlk213786422]Menurut (Agusthoa, 2020) Pembangunan desa adalah suatu pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dan didasarkan kepada tugas dan kewajiban masyarakat desa. Dalam merealisasikan pembangunan desa agar sesuai dengan apa yang diharapkan perlu memperhatikan beberapa pendekatan dengan ciri-ciri khusus yang sekaligus merupakan identitas pembangunan desa itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh Kansil (Todaro, 2020) yaitu :
a) Komprehensif multi sektoral yang meliputi berbagai aspek, baik kesejahteraan maupun aspek keamanan dengan mekanisme dan sistem pelaksanaan yang terpadu antar berbagai kegiatan pemerintah dan masyarakat.
b) Perpaduan sasaran sektoral dengan regional dengan kebutuhan essensial kegiatan masyarakat.
c) Pemerataan dan penyebarluasan pembangunan keseluruhan pedesaan termasuk desa-desa di wilayah kelurahan.
d) Satu kesatuan pola dengan pembangunan nasional dan regional dan daerah pedesaan dan daerah perkotaan serta antara daerah pengembangan wilayah sedang dan kecil.
e) Menggerakkan partisipasi, prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat serta mendinamisir unsur–unsur kepribadian dengan teknologi tepat waktu.
13. Pembangunan Infrastuktur Desa
Salah satu pembangunan yang menjadi fokus di daerah pedesaan adalah pembangunan infrastrukturnya. Secara umum pembangunan infrastuktur dapat didefinisikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.
Pembangunan infrastuktur merupakan salah satu faktor penentu dalam menunjang kelancaran pengembangan dan perkembangan suatu daerah pedesaan karena tanpa adanya infrastuktur yang memadai cenderung dalam proses pembangunan akan terlambat, bahkan hasilnya akan kurang optimal. 
Menurut (Wirhatnolo, 2021) akan halnya kecenderungan konsep pembangunan yang dikembangkan di Indonesia mengemukakan adanya tahapan-tahapan sebagai berikut : 
a. Teknologi tepat guna 
b. Kebutuhan dasar 
c. Pemberdayaan
14. Pengertian Desa
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. 
Desa adalah suatu perwujudan geografi yang ditimbulkan oleh unsur sosial, politis, dan kultural yang terdapat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain. Kemudian pengertian Pemerintahan Desa sendiri. Menurut (Sendjaja, 2020), yaitu:“Pemerintahan Desa adalah kegiatan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa”
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1) tentang desa disebutkan bahwan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Berdasarkan penjelasan di atas, maka desa dapat dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul, adat istiadat, dan prakarsa masyarakat setempat. Desa bukan hanya entitas geografis, tetapi juga merupakan cerminan interaksi sosial, politik, dan budaya dengan daerah lain. Dalam kerangka ini, pemerintahan desa berperan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengakui hak asal-usul dan hak tradisional desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
C. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual


Variabel X
Implementasi Kebijakan
7. Ukuran Dan Tujuan Kebijakan 
8. Sumberdaya 
9. Karakteristik Agen Pelaksana
10. Sikap Atau Kecendrungan Para Pelaksana (disposition)
11. Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktivitas Pelaksana
12. Lingkungan Sosial, Ekonomi Dan Politik (Agustino, 2021)
Variabel Y
Efektivitas
1. Tepat Kebijakan
2. Tepat Pelaksanaan 
3. Tepat Target 
4. Tepat Lingkungan 
5. Tepat Proses
(Nugroho D, 2021)













Sumber : Diolah Peneliti
D. Hipotesis
Berdasarkan kerangka Konseptual di atas dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
1. [bookmark: _Hlk201238331]Ha : Ada pengaruh implementasi kebijakan Dana Desa terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa di Desa Nawin Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong.
2. Ho : Tidak ada pengaruh implementasi kebijakan Dana Desa terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa di Desa Nawin Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong.
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